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ABSTRAK 

 

Koperasi guru merupakan badan usaha yang mengorganisir 

pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya 

yang bergerak di bidang ekonomi yaang dimiliki dan dioperasikan 

oleh orang-seorang demi kepentingan bersama, koperasi ini memiliki 

minimal pinjaman sebesar Rp. 500.000 dan maksimal pinjaman Rp. 

10.000.000. Dalam sistem koperasi ini memiliki ketetapan bunga 10% 

disetiap pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 10 bulan. 

Sedangkan dalam Islam mengharamkan bunga dalam setiap kegiatan 

manusia. Ulama disini mempunyai pendapat tersendiri mengenai 

hukum simpan pinjam uang di Kelurahan Simpang Sender Kabupaten 

OKU Selatan, Peranan Ulama di masyarakat sangatlah kuat, 

pendapatnya akan menjadi pertimbangan di kalangan masyarakat.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik 

simpan pinjam uang di koperasi guru Kelurahan Simpang Sender 

Kabupaten OKU Selatan dan bagaimana pandangan Tokoh Nahdatul 

Ulama tentang praktik simpan pinjam uang di koperasi guru 

Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. Adapun tujuan 

nya adalah untuk mengetahui praktik simpan pinjam uang di koperasi 

guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan, serta untuk 

mengetahui pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang praktik 

simpan pinjam uang di koperasi guru Kelurahan Simpang Sender 

Kabupaten OKU Selatan.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field 

research), dan bersifat deskriptif. Sumber data primer didapatkan 

langsung dari tempat penelitian dengan menggunakan metode 

wawancara secara langsung terhadap Tokoh Nahdathul Ulama dan 

koperasi simpan pinjam uang di Kelurahan Simpang Sender. Sumber 

data sekunder berasal dari beberapa sumber yaitu jurnal-jurnal, buku, 

dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini, data di analisis 

secara kualitatif . 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan 

Simpang Sender sebagaimana koperasi pada umumnya, dana yang 

digunakan untuk memberikan pinjamnan merupakan dana tabungan 

anggota yang menjadi anggota koperasi tersebut. Seluruh anggota 

yang terdaftar di koperasi ini adalah seorang guru, setiap anggota 

diwajibkan untuk menabung setiap bulannya minimal Rp. 10.000 dan 

maksimal Rp. 100.000. Sedangkan pandangan Tokoh Nahdatul Ulama 



 
iii 

 

terhadap praktik Simpan Pinjam Uang di Koperasi Guru Kelurahan 

Simpang Sender koperasi ini belum memenuhi syarat yang dibolehkan 

dalam hukum Islam, di mana masih terdapat bunga 10% dalam 

pengembalian uang pinjaman yang diangsur anggota pada waktu yang 

berjangka 10 bulan, bunga yang dibayarkan setiap angsuran perbulan 

yaitu 1% selama 10 bulan. Jasa hasil usaha bagi pekerja koperasi 

dalam perbulan sebesar Rp. 700.000, dibagikan setiap awal bulan bagi 

pekerja koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU 

Selatan. Ulama NU secara faktual bahwasanya adanya koperasi ini 

juga memang dapat membantu anggotta yang membutuhkan dan juga 

dalam nilai taawun tolong menolong suatu perjanjian antara dua orang 

atau lebih dengan kesepakatan bersama. Tetapi jika di tinjau Dengan 

Hukum islam tetaplah haram karena masih menetapkan bunga di 

setiap pinjaman.  
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MOTTO 

 

                             

   

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba 

dengan berlipat ganda  dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamu mendapat keberuntungan”.  

(Q.S. Al-Imran:130) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum membahas keseluruhan permasalahan pada skripsi 

ini lebih jauh, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah 

pada judul skripsi. Judul skripsi ini adalah ―Pandangan Tokoh 

Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang di 

Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU 

Selatan‖. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai 

berikut:  

1. Koperasi guru adalah badan usaha yang mengorganisir 

pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi 

anggotanya. Koperasi juga merupakan organisasi yang 

bergerak dibidang ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan 

oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. 

2. Hukum Simpan Pinjam Uang dipahami sebagai (al-qard) 

pada dasarnya merupakan akad yang bertujuan untuk 

menolong antara sesama manusia dalam kebajikan dan 

ketakwaan dan dianjurkan oleh Allah SWT. Simpan pinjam 

merupakan salah satu bentuk tolong-menolong (ta’awwun) 

kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan agar mencapai 

salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang 

sempurna.
1
 

3.  Tokoh Nahdathul Ulama adalah orang yang mempunyai 

pengetahuan dan keunggulan yang lebih dalam bidang 

keagamaan, serta memiliki moral dan prilaku yang baik 

sehingga bisa dijadikan panutan.
2
 Tokoh Nahdatul Ulama 

yang penulis maksud pada skripsi ini adalah Tokoh Nahdatul 

Ulama Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.  

                                                           
1 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010),  295. 
2 Suhandrawardi Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 

126. 
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Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini 

adalah kajian tentang pandangan Tokoh Nahdatul Ulama yang 

ada Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan  

tentang hukum simpan pinjam uang di Koperasi Guru 

Kelurahan Simpang Sender.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman sangat meningkat, 

kebutuhan manusia pastinya juga meningkat, bahkan terkadang 

manusia sebagai pelaku ekonomi harus berfikir keras untuk 

kebutuhan hidupnya. Jika manusia membutuhkan uang maka ia 

akan meminjam kepada seseorang yang dianggap mampu 

meminjaminya.  

Menurut bahasa simpan diartikan sebagai meletakkan barang 

ditempat yang aman, baik sejumlah uang yang disimpan anggota 

dengan mendapatkan jasa simpan pinjam sesuai perjanjian. 

Sedangkan pinjam yaitu menggunakan barang orang lain untuk 

dimanfaatkan sementara waktu.
3
 

Simpan pinjam menurut istilah ialah akad berupa pemberian 

manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa 

ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu 

dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya
4
.  

Jadi, Simpan pinjam uang merupakan suatu kebutuhan 

manusia. Kegitan ini telah dilakukan sejak masyarakat mengenal 

uang sebagai alat pembayaran. Hampir setiap masyarakat 

menjadikan kegiatan simpan pinjam uang sebagai satu hal yang 

sangat diperlukan untuk mendukung berkembangnya kegiatan 

perekonomian dan meningkatkan kehidupan.  

                                                           
3 Yusuf Ahmad Mahmud, Bisnis Islami Dan Kritik Bisnis Ala Kapitalis 

(Bogor: Al Azhar Press, 2009). 
4 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 34 
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Simpan pinjam dalam Islam dikenal dengan istilah Al-Qard. 

Al-Qard sangat dianjurkan dalam Islam karena sangat membantu 

pada dasarnya al-qard merupakan akad yang bertujuan untuk 

tolong-menolong antara sesama manusia. Tetapi syarat tambahan 

(bunga) yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan 

kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan.
5
  

Pada zaman moderen ini pedoman hukum yang kita anut 

semenjak sepeningglaan Nabi Muhammad SAW hanyalah Al-

Quran, jika tidak ada dalam Al-Quran maka kita berpedoman 

dalam Hadist, dan jika di dalam hadist tidak terdapat juga maka 

Ijma’ para ulama diperlukan untuk menetapkan hukum agar ajaran 

Islam tidak menyimpang. Ulama diartikan sebagai orang yang 

tekemuka atau terkenal panutan dapat juga diefinisikan sebagai 

seseorang yang berilmu apabila dipandang dari pandangan dari 

sudut pandang orang Islam pengertian ulama adalah orang yang 

memiliki ilmu Agama (Islam), amal dan akhlaknya sesuai dengan 

ilmunya. 
6
 

 Secara bahasa kata ulama adalah bentuk jama’ dari kata Al-

aliim yang artinya memiliki pengetahuan. Selain bentuk jamak 

dari kata al-aliim, juga dapat diambil dari kata al-alim yang 

berarti mengetahui secara jelas ulama memiliki arti orang-orang 

yang tahu atau alim.
7
 

Sedangkan menurut islilah ulama disebutkan sebagai orang-

orang yang tahu dan memiliki ilmu pengetahuan agama dan 

kealaman, yang dengan ilmu pengetahuannya tersebut mereka 

merasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Ulama merupakan 

perpaduan antara ilmu pengetahuan dan kepentingan moral yang 

artinya seorang ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan 

dan moral perilaku yang baik.  

                                                           
5 Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), 42 
6 Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kyai Dan Pesantren (Yogyakarta: el-

SAQ Prees, 2007), 135 
7 Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2007), 28.  
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Ulama juga merupakan sebutan dari pengajar agama atau 

guru agama, golongan ini dari rakyat biasa, tetapi karena 

ketekunannya belajar, mereka memperboleh berbagai ilmu 

pengetahuan
8
. Tentu ada perbedaan antara yang satu dengan yang 

lainnya tentang hukum simpan pinjam uang. Simpan pinjam 

dalam syariat Islam diperbolehkan oleh para ulama karena 

bertujuan untuk saling tolong-menolong, akan tetapi terdapat satu 

kelompok yang menyalah gunakan kegiatan simpan pinjam dan 

memanfaatkan keadaan dalam rangka mencari keuntungan.  

Secara praktiknya simpan pinjam yang tidak diperbolehkan 

jika disyariatkan dengan adanya tambahan atau bunga karena itu 

termasuk riba dan sebagaimana kita ketahui hukum riba adalah 

haram dalam Islam.
9
  

Peranan ulama di masyarakat sangatlah kuat, bahkan seorang 

yang sudah mendapatkan gelar Ulama pendapatnya akan menjadi 

pertimbangan dikalangan Masyarakat. Contoh jika seorang ulama 

mengeluarkan pendapat bahwa suatu produk adalah halal 

hukumnya, masyarakat kemungkinan besar akan percaya dan 

memakan mentah-mentah hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab 

orang yang dianggap alim ulama di daerah setempat adalah orang 

yang memiliki Ilmu Tinggi, jadi dia pastilah memiliki landasan 

hukum untuk mengeluarkan sebuah fatwa. 

Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Simpang Sender 

Kabupaten OKU Selatan, dimana ulama sangat berperan penting 

dalam membentuk karakter masyarakat yang ada disana, pendapat 

ulama sangat ditinggikan di masyarakat sebab dianggap dapat 

memberikan jalan tengah atas sebuah perselisihan, lantas bagai 

mana pendapat para Ulama dari Organisasi Isam Nahdatul Ulama 

terhadap koperasi simpan pinjam yang terdapat di Kelurahan 

Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. Hal ini merupakan 

                                                           
8 Taufik Abdullah, Agama Dan Perubahan Sosial (Jakarta: CV Rajawali, 

1983), .3. 
9 Miftahul Karimi, Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab 

(Yogyakarta: maktabah al-Hanif, 2009), 32. 
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kajian yang menarik sebab sebagaimana ulama meneliti dan 

menetapkan hukum merupakan hal yang istimewa di masyarakat.  

Pada tanggal 01 Aguarus 2022 peneliti melakukan observasi 

lapangan di Koperasi guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten 

OKU Selatan. Peneliti mewawancarai pengurus koperasi dan 

beberapa anggota koperasi guru. Berdasarkan hasil wawancara 

yang peneliti lakukan koperasi ini merupakan praktik simpan 

pinjam uang yang dikhususkan untuk para guru saja, koperasi 

guru ini mempunyai aturan minimal pinjaman sebesar Rp. 

500.000 dan maksimal pinjaman Rp. 10.000.000 yang mana setiap 

pinjaman memiliki bunga 10%, setiap anggota yang meminjam 

diberikan jangka waktu selama 10 bulan ansuran.  

Anggota koperasi diwajibkan untuk menabung juga minimal 

tabungan Rp. 10.000 setiap bulannya dan maksimal Rp. 100.000. 

Anggota yang selalu menabung dan memiliki tabungan mendapat 

bonus 10% pada akhir tahun saat uang tabungan dibagikan, 

keuntungan yang anggota koperasi dapatkan sesuai dengan besar 

tabungannya, semakin banyak uang yang anggota tabung semakin 

banyak bonus yang didapatkan pada akhir tahun.  

Selain mewawancarai pengurus dan anggota koperasi peneliti 

juga mewawancarai Tokoh Nahdatul Ulama di Kelurahan 

Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan ini terhadap praktik 

simpan pinjam uang di koperasi guru. Menurut pendapat Tokoh 

Nahdatul Ulama praktik simpan pinjam yang mengandung riba 

didalamnya tidak boleh dilakukan karena riba haram hukum nya 

dalam Islam, meski hanya 10% namun tetap diharamkan. Riba 

adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pada 

saat mengembalikan uang, riba dilarang dalam Islam karena akan 

mendatangkan kemadharatan bagi umat manusia dan riba 

merupakan perbuatan tercela karena sifatnya merugikan.  

Tokoh Nahdatul Ulama pasti mempunyai pendapat tersendiri 

mengenai hukum simpan pinjam uang. Para Ulama tesebut 

dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan terkait kegiatan 

hukum simpan pinjam uang dan peneliti ingin mengkaji lebih 
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dalam bagaimana pandangan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap 

hukum simpan pinjam uang di koperasi ini.  

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis 

tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Pandangan 

Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang di 

Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU 

Selatan. 

 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Dalam memudahkan penulis untuk melakukan penelitian 

diperlukan pemfokusan agar penelitian dapat dipahami dan juga 

menghindari agar tidak terjadinya masalah yang tidak diinginkan 

dengan awal tujuan penelitian mengenai ―Pandangan tokoh 

Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang di 

Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU 

Selatan‖.  

Sedangkan subfokus penelitian ini berfokus pada bagaimana 

praktik dan pandangan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap hukum 

simpan pinjam uang di koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender 

Kabupaten OKU Selatan. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru 

Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan?  

2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang praktik 

simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang 

Sender Kabupaten OKU Selatan? 

 

 

 



 

 

 
 

7 

E. Tujuan Penelitian    

Tujuan peelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui praktik simpan pinjam uang di Koperasi 

Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. 

2. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdatul Ulama tentang 

praktik simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan 

Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritik  

Adapun manfaat teoritik dari penelitian ini adalah : 

a. Diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan 

tentang Islam bagi peneliti, pembaca dan masyarakat. 

b. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi simulator 

bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian 

dapat terus berlangsung dan juga akan memperoleh hasil 

yang maksimal.  

2. Manfaat Secara Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

a. Peneltian ini dimaksudkan sebagai syarat untuk 

memenuhi tugas akhir agar memperoleh gelar pada 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana belajar 

yang bermanfaat untuk semua kalangan.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik 
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penelitian ini, penelitian memaparkan perkembangan beberapa 

kerya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti yaitu : 

1. Skripsi yang disusun oleh Siti Rosidah (tahun 2019) dengan 

judul: ―Pandangan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam 

Studi Di Koperasi Unit Desa KUD Tani Bahagia Kecamatan 

Gondang Kabupaten Mojokerto‖. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa Simpan Pinjam merupakan salah satu badan usaha 

terbentuk dari beberapa orang yang bersifat kemasyarakatan 

dan berasaskan kekeluargaan, sehingga banyak diminati, 

tumbuh dan berkembang dalam kemasyarakatan. Tujuan 

kegiatan simpan pinjam juga bisa meringankan beban para 

masyarakat yang membutuhkan bantuan. Penilis juga 

mengkaji mengenai beberapa masalah untuk dijadikan pokok 

permasalahan, salah satunya bagaimana pandangan Hukum 

Islam terhadap simpan pinjam yang dilakukan masyarakat 

Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto
 
.
10

 

    Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu pada 

skripsi membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap 

Simpan Pinjam merupakan salah satu badan usaha terbentuk 

dari beberapa orang yang bersifat kemasyarakatan dan 

berasaskan kekeluargaan, sehingga banyak diminati, tumbuh 

dan berkembang dalam kemasyarakatan simpan pinjam 

koperasi unit Desa. Sedangkan dalam penelitian penulis 

membahas tentang pendangan Tokoh Nahdathul Ulama 

tentang hukum simpan uang di Koperasi Guru Kelurahan 

Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.   

2. Skripsi yang disusun oleh Cyntia Erlinda (tahun 2021) dengan 

judul : ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi 

Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di 

Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara‖  dalam skripsi ini 

membahas mengenai Praktek simpan pinjam di Argamaksur 

Kabupaten Bengkulu Utara dalam meminjamkan uang akad 

                                                           
10 Siti Rosidah, ―Pandangan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Studi Di 

Koperasi Unit Desa KUD Tani Bahagia Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto‖ 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019). 
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dan perlaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah 

ditentukan dan anggota yang ingin melakukan simpan pinjam 

harus memenuhi persyaratan tersebut. Sistem peminjaman 

menggunakan sistem Koperasi umum yang membolehkan 

menarik bunga, pengajuan pinjaman hanya bisa dilakukan 

oleh anggota Koperasi dan lama waktu pelunasan pinjaman 

yang ditetapkan adalah 6-18 bulan. Kemudian bunga di 

Koperasi simpan pinjam pada saat pengambilan pinjaman 

yaitu sebesar 40% dan 35% dalam jangka waktu satu tahun. 

Koperasi simpan pinjam di Argamaksur dilihat dari segi 

rukun akad qardh sudah sesuai karena adanya pihak yang 

berakad (anggota dan pengurus), kemudian adanya objek 

(barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan 

dipinjamkan, lalu adanya ijab qabul antara pihak pengurus 

dangan anggota. Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi 

simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara 

tidak sesuai dengan syarat akad qardh, karena dalam 

prakteknya simpan pinjam ini menerapkan tambahan dalam 

pengambilan maka dalam hal ini tidah sah dalam syariat akad 

qardh.
11

 

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu 

dalam skripsi ini membahas syarat akad simpan pinjam 

dalam Hukum Islam di Koperasi Simpan Pinjam Cipta 

Karya Mandiri dan Muda Karya. Sedangkan dalam 

penelitian penulis membahas tentang pandangan Tokoh 

Nahdathul Ulama tentang hukum simpan pinjam uang di 

Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU 

Selatan.  

3. Skripsi yang disusun oleh ―Ainol Yaqin (tahun 2020) dengan 

judul : ―Persepsi Kiai dan Tokoh Ulama Terhadap Akad dan 

Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiaya Syari’ah Baitul Mal Wa Tamwil‖. 

                                                           
11 Cyntia Erlinda, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan 

Pinjam Cipta Karya Mandiri Dan Muda Karya Di Argamakmur Kabupaten Bengkulu 

Utara‖ (Skripsi, Institud Agama Islam Negeri Begkulu, 2021). 
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Dalam Penelitian ini membahas bahwasanya Kiai dan Tokoh 

Agama memperbolehkan simpan pinjam karena jelas 

dalilnya, dan ada juga yang tidak memperbolehkan karena 

dikhawatirkan terjerumus kepada syubhat bahkan haram. 

Perbedaan persepsi kiai dan tokoh Nu terhadap akad 

menjadikan transaksi di KSPPS BMT NU berdasarkan 

pendapatnya dan KSPPS BMT NU Jawa Timur mempunyai 

panduan hukum yang menyatakan bahwa semia akad dan 

produk di KSPPS BMT NU boleh dan halal untuk 

diaplikasikan serta dijalankan sesuai sistem syari’ah.
12

 

Perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti yaitu 

dalam skripsi ini membahas pendapat  Kiai dan Tokoh 

Agama Islam memperbolehkan simpan pinjam karena jelas 

dalilnya dan ada juga yang tidak memperbolehkan karena 

dikhawatirkan terjerumus kepada syubhat bahkan haram. 

Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang 

pandangan Tokoh Nahdathul Ulama tentang hukum simpan 

pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender 

Kabupaten OKU Selatan.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research) yaitu penelitian yang langsung kelapangan 

untuk dilakukannya penelitian pada objek yang akan 

dibahas. Menurut Kartini Kartono ‖penelitian lapangan 

merupakan penelitian yang laksanakan dalam kanaah hidup 

yang sesungguhnya‖. Penelitian lapangan ini dilaksanakan 

meneliti objek yang akan dibahas secara langsung dengan 

lokasi dan wawancara para narasumber yang bersangkutan 

                                                           
12 Ainol Yakin, ―Persepsi Kiai Dan Tokoh Ulama Terhadap Akad Dan Produk 

Al-Qardh Al-Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiaya 

Syari’ah Baitul Mal Wa Tamwil‖ (Skripsi, Universitas Nurul Jadid Probolinggo, 

2020). 
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dalam perkata tersebut yang akan diteiti supaya 

mendapatkan hasil yang maksimal.
13

 

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang 

diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang 

berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa 

sebab-sebab suatu gejala tertantu.
14

 Sedangkan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki 

karakteristik bahwa datanya (natural setting) dengan tidak 

dirubah dalam bentuk symbol atau bilangan, sedangkan 

perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian 

kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang 

belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau 

metode yang sistematik terarah dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 
15

 

2. Sifat Penelitian 

  Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. 

Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud 

untuk menggambarkan (mendeskripikan) suatu masalah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam hal  ini adalah 

untuk memahami pandangan Tokoh Nahdatul Ulama tentang 

hukum simpan pinjam uang di Koperasi Guru Kelurahan 

Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber 

data yaitu: 

a. Jenis Data Primer  

                                                           
13 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial (Bandung: Alumni, 

1986), 32. 
14 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Pustaka, 2008), 24. 
15 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif (Malang: UIN 

Maliki Press, 2010), 176. 
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Sumber data primer merupakan data yang paling 

utama dalam penelitian ini yang meliputi Tokoh 

Nahdatul Ulama Tentang Hukum Simpan Pinjam Uang 

di Koperasi Guru Kelurahan Simpang Sender 

Kabupaten OKU Selatan yaitu dari 3 Tokoh Nahdatul 

Ulama dan 3 anggota Koperasi guru dan 1 pengurus 

koperasi guru Kelurahan Simpang Sender.  

b. Jenis Data Sekunder  

 Sumber data sekunder yaitu sebagai data 

pendukung terhadap data primer atau sebagai pokok 

dan sumber yang bisa memberikan informasi data 

tambahan yang bisa memperkuat sumber data primer.
16

 

Data sekunder ini berasal dari beberapa sumber yaitu 

jurnal-jurnal, AL-Qur’an,  pendukung, dan internet 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan objek atau individu 

mempunyai karateristik khusus, dan komprehensif yang 

menjadi objek dari populasi bisa individu, korporasi 

institusi dan lain-lain. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh anggota Koperasi Guru kelurahan Simpang 

Sender Kabupaten OKU Selatan yang berjumlah 150 

orang, dan Tokoh Nahdatul Ulama berjumlah 3 orang.  

b. Sampel 

Sampel ialah suatu bagian dari jumlah dari 

karakteristik yang diambil dari populasi. Jumlah 

populasinya berjumlah 150 orang anggota Koperasi 

Guru, dan Tokoh Nahdatul Ulama berjumlah 3 orang, 

maka jumlah sampelnya 101 x 10%. Jadi sampel dalam 

penelitian ini adalah berjumlah 15 orang. 12 anggota 

                                                           
16 Hasain Umar, Metode Riset Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Umar, 

2004), 56. 
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Koperasi Guru, dan 3 Tokoh Nahdatul Ulama Kelurahan 

Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.
17

 

5. Metode Pengumpula Data 

 Penelitian ini menggunakan beberapa metode sesuai dengan 

data yang diperlukan sebagai berikut :  

a. Wawancara/interview 

Teknik wawancara atau interview adalah suatu 

bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan 

yang bertujuan memperoleh informasi yang akan 

digunakan untuk pengumpulan data apabila peneliti akan 

melakukan studi pendahuluan sebagai penentu 

permasalahan yang ingin diteliti, dan apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal responden dalam jumlah 

responden yang besar atau kecil
18

. Dengan 

mewawancarai secara langsung kepada sample pengurus 

koperasi guru, anggota koperasi dan Tokoh Nahdatul 

Ulama sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagaian 

populasi dan sample. 

b. Dokumentsi 

Dokumentasi ialah suatu cara yang digunakan 

untuk mengetahui data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, surat 

kabar, dan sebagainya.
19

 Penelitian ini data yang akan 

dicari dalam bentuk dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data tertulis yang mengandung 

keterangan serta penjelasan yang sesuai masalah dalam 

penelitian ini. Seperti pandangan Tokoh Nahdatul 

Ulama tentang hukum simpan pinjam uang di Koperasi 

Guru Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU 

Selatan.  

                                                           
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian: Praktik Suatu Pendekatan, 

(Jakarta: RinekaCipta,2006) 
18 Sumanto, Psikologi Perkembangan (Yogyakarta: CAPS, 2013), 180. 
19 Ibid.,  274. 
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6. Teknik pengolahan data 

Data yang sudah terkumpul akan diolah dengan tahap 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) bertujuan agar mengurangi 

kesalah serta kekurangan di dalam pernyataan. Kegiatan 

ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, 

tulisan yang sudah benar dan relevan dengan penelitian 

lapangan. 

b. Sistemasi data (systematizing), merupakan penepatan 

data yang menurut kerangka sistematika pokok bahasan 

serta sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah. 

7. Metode Analisis Data 

Data-data yang sudah didapatkan tersebut dianalisis 

menggunakan metode deskriptif analitif, yaitu merupakan 

suatu metode yang dirancang untuk memperoleh informasi 

tentang keadaan yang sebenarnya di daerah tertentu pada saat 

akan diteliti.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada BAB I pendahuluan, diuraikan secara garis besar 

masalah penelitian meliputi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan yang menggambarkan bab dan sub 

bab secara singkat mengenai penelitian ini.  

BAB II menjelaskan secara teoritis mengenai tori-teori 

yang dapat membantu memecahkan masalah ini, di dalam bab 

kedua ini diuraikan mengenai gambaran umum tentang hukum 

simpan pinjam uang dalam pandangan Tokoh Nahdatul Ulama 

Kelurahan Simpang Sender Kabupaten OKU Selatan.  

      BAB III merupakan laporan penyusunan mengeluas 

bagaimana pengembangan metode penelitian yang akan 

digunakan antara lain data yang diperoleh dari hasil penelitian 
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tentang gambaran umum Kelurahan Simpang Sender 

Kabupaten OKU Selatan.  

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dengan 

menggunakan teori-teori hukum simpan pinjam uang dalam 

Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Kelurahan Simpang 

Sender Kabupaten OKU Selatan.      

BAB V berisi penutup, dengan rincian kesimpulan yang 

berisi jawaban dan rumusan masalah dalam penelitian ini dan 

saran yang dapat memberikan masukan yang membangun, 

kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-

lampirannya.  
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Pengertian Simpan Pinjam Al-Qardh 

1. Pengertian Simpan Pinjam Al-Qardh 

Koperasi merupakan suatu perkongsian atau kerjasama, 

yang dikenal dengan istilah Al-Qardh. Al-Qardh adalah 

penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan 

dan mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, pinjaman ini 

diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan pada orang 

lain kemudian digunakan untuk kebutuhan.
20

  

     Adapun koperasi di dalam Islam, yang dikenal dengan 

ketentuan akad Qardh yaitu sebagai berikut: 

a). Tujuan pemberian fasilitas Qardh harus jelas agar tidak 

terjadi penyimpanan dalam penggunaan nya, diharapkan 

nasabah amanah dan jujur ketika hendak mengajukan 

permohonan pinjaman. 

b). Dalam proses akad wajib mencantumkan dengan jelas 

masa pinjaman dan cara pengembaliannya. 

c). Nasabah Qardh harus mengembalikan jumlah pokok yang 

diterima sesuai pada waktu awal yang telah disepakati 

bersama.  

d). Nasabah boleh memberikan tambahan / sumbangan dengan 

sukarela. 

                                                           
20 Hendi Suhendi, Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 

127. 



 

 

 
 

18 

e). Pihak yang meminjamkan uang berhak meminta jaminan 

kepada peminjam apabila dibutuhkan.
21

 

 Islam mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama 

dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan 

prinsip tolong menolong. Tanpa kerja sama, maka kita sulit 

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Qardh pada hakikatnya 

adalah sebuah kerja sama yang sangat membantu dalam 

kehidupan sehari-hari. Koperasi dalam melaksanakan 

kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. 

Keanggotaan bersifat terbuka, keputusan ditetapkan secara 

musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan 

konsekuen, pengelolaan dilakukan secara transparan dan 

professional. 

Akad qardh dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat 

untuk mempertegas hak milik, seperti pensyaratan adanya 

barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti 

tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas 

waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah dan 

Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai 

dengan akad qardh, seperti syarat tambahan dalam 

pengembalian. Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya 

adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. 

Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila 

tidak terdapat kepentingan siapa pun seperti syarat 

pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau 

yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan 

pinjaman kepada orang lain. 

Ada dua macam penambahan pada qardh (hutang-

piutang), yaitu sebagaimana berikut ini: 

 a) Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang 

berdasarkan ijma‟. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, 

seperti perkataan: ―Aku memberi hutang kepadamu dengan 

                                                           
21 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: 

Gema Insani, 2001), 93. 
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syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati 

rumahmu,‖ atau syarat manfaat lainnya, demikian ini 

termasuk rekayasa terhadap riba.  

b) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa 

syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk 

pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah 

dikemukakan di pasal dasar al-qardh (hutang-piutang).
22

 

Simpan pinjam menurut Islam merupakan suatu badan 

usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari 

orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana 

kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan 

berdasarkan atas asas kekuargaan untuk mencapai tujuan 

kemakmuran anggota. Tolong menolong merupakan 

perbuatan yang terpuji menurut Agama Islam tanpa harus 

membayar imbalan. Salah satu bentuk tolong menolong 

adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi 

anggota koperasi merupakan.
23

  

R.M Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang 

berjudul sepuluh tahun koperasi ―Penerangan tentang koperasi 

oleh pemerintah tahun 1930-1940, menyatakan bahwa 

koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang 

dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk 

memajukan ekonominya.‖ Merupakan suatu wadah yang 

dapat membantu masyarakat terutama masyarakat kecil dan 

menengah. Koperasi memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti bahan pokok yang 

tergolong murah dan juga ada koperasi yang menawarkan 

peminjaman dan penyimpanan uang untuk masyarakat, 

Simpan Pinjam yang menawarkan peminjaman dan 

penyimpanan uang ini disebut koperasi simpan pinjam. 

                                                           
22 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2011), 170. 
23 Buchari Alma dan Donni Juni Priansah, Manajemin Bisnis Syariah 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 70. 



 

 

 
 

20 

Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menabung pada 

koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang 

dalam penyimpanan uangnya selain itu dalam hal 

peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman 

kepada pihak koperasi dengan bunga yang sangat kecil untuk 

membangun usaha atau bisnis yang diinginkan, dengan 

menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi para calon 

nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan 

pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras 

keuntungan pun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat 

menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap 

pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan.    

Koperasi atau Simpan pinjam menurut UU No. 25 

Tahun 1992 adalah ― badan usaha yang beranggotakan orang-

orang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Simpan pinjam di Indonesia merupakan suatu 

wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang 

berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan serta 

merupakan ciri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia, 

dengan tidak memandang golongan, aliran maupun 

kepercayaan. 

Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Bab Ketiga 

Belas Buku Ketiga KUH Perdata, dalam Pasal 1754 KUH 

Perdata menjelaskan bahwa pinjam-meminjam ialah 

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada 

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak 

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang 

sama dari macam dan keadaan yang sama pula.  

Al-Qur‟an dengan tegas melarang kaum muslimin 

mengambil harta orang lain dengan cara yang batil (bil-baṭil) 

atau dengan cara yang tidak benar, apabila orang yang 

meminjamkan uang memberi persyaratan kepada 
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sipeminjamnya untuk menambah pembayaran hutangnya atau 

untuk memberi hadiah, lalu hal itu dilakukan, maka tambahan 

yang diambil itu adalah riba.
24

 Sekarang ini rata-rata koperasi 

simpan pinjam yang beredar dikalangan masyarakat 

menggunakan sistem bunga untuk mengambil keuntungan, 

bahkan ada sebagian masyarakat yang menyanggah jika 

dikatakan bahwa hukum pembayaran tambahan pada koperasi 

adalah haram atau riba, karena rata-rata semua simpan pinjam 

menggunakan sistem tersebut. 

Simpan pinjam (ariyah) secara tidak langsung 

berhubungan dengan akad qardh, namun menjadi pembeda 

nya adalah akad ariyah bisa dilaksanakan dengan adanya 

jaminan seperti uang tabungan, atau harta yang dititipkan.
25

 

Karakter dari ariyah yaitu harta yang dipinjamkan memiliki 

kesamaan dengan harta yang dititipkan. Ariyah termasuk salah 

satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni tanpa ada 

unsur-unsur profit atau komersial.  

Menurut Malikiyah mendefinisikan lafaznya berbentuk 

Masdar yang tergolong dalam transaksi pinjam yang 

dimaksud oleh Malikiyah adalah memberikan hak 

menggunakan manfaat yang bersifat sementara temporer dan 

tanpa imbalan. Sedangkan menurut Hambali adalah ariyah 

barang yang dipinjamkan, barang yang diambil dari 

pemiliknya dengan tujuan mengambil manfaat tanpa imbalan 

atau ongkos dan menurut Ibnu Rifa’ah yang dimaksud dengan 

ariyah adalah barang yang dipinjamkan merupakan barang 

halal dan dapat diambil manfaat oleh peminjam, serta 

mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.
26

 

                                                           
24 Adiwarman A.Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2014), 359. 
25 Adriandi Kasim, ―Kajian Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di 

Kerukunan Kayubulan Kota Manado,‖ Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic 

Economic Law, vol. 3, no. 2 (December 11, 2021): 119–42, 

https://doi.org/10.19105/ALHUQUQ.V3I2.5139. 
26 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Damaskus: Daral-Fikr, 

2010). 
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Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam 

dibolehkan oleh para ulama, namun terdapat suatu kelompok 

yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan dalam 

rangka mencari keuntungan. Sebagaiamana kita ketahui 

ariyah tujuanya untuk saling tolong-menolong, mendatangkan 

kemaslahatan antar sesama manusia, bukan mencari 

keuntungan sepihak dengan cara mengeksploitasi harta orang 

lain, secara pratiknya pinjam meminjam tidak dibenarkan 

mengambil keuntungan oleh orang yang memberikan 

pinjaman, jika disyaratkan adanya tambahan atau bunga maka 

itu termasuk riba dan sebagaimana kita ketahui riba hukumnya 

adalah haram dalam Islam.
27

 

Praktik simpan pinjam (qard) dalam literatur fiqih 

termasuk ke dalam akad tabarru’ (sosial) karena di dalamnya 

terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan 

dan ketakwaan bukan akad tijarah (komersial).
28

 Dalam QS. 

Al-Maidah (5): 2 ditegaskan: 

 

 وَتعََاوَنوُا عَليَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلا تعََاوَنوُا عَليَ الإثْمِ وَالْعُدْوَان

    “Dan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan 

kebaikann dan ketakwaan, dan janganlah tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” QS. 

Al-Maidah (5): 2  

 

   Ayat diatas menjelaskan supaya kita saling tolong-

menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang kita 

untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling 

bermusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal 

kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan 

dan pahala disisi Allah swt. 

                                                           
27 Ibid. 
28 Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 237.  
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Hadist Riwayat Bukhari di atas menjelaskan tentang 

seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada 

saudaranya hendaklah tidak mengenakan tambahan di dalam 

pinjaman tersebut, dan tidak mencari keuntungan ketika 

memberikan pinjaman dan hadits di atas mengenai perintah 

Nabi saw agar tidak memakan harta yang diperoleh dari hasil 

riba. Para Imam Madzhab sepakat peminjaman barang 

(ariyah) merupakan ibadah yang disunahkan serta diberi 

pahala. 

Hukum simpan pinjam (qardh) dapat berubah-ubah sesuai 

dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Terkadang boleh, 

makruh, wajib, dan haram. Hukum qardh menjadi mubah jika 

seseorang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang 

mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya.  

Hukumnya menjadi boleh apabila seseorang yang 

berhutang tersebut yakin dapat membayarnya, seperti jika ia 

mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat 

untuk membayar.  

Menjadi wajib jika orang yang berhutang adalah orang 

yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, 

sedangkan orang yang diutangi adalah orang yang kaya, maka 

orang yang kaya itu wajib memberinya utang, seseorang wajib 

berhutang jika kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan 

diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya 

tertolong dari kelaparan, jika pememberi utang mengetahui 

bahwa penghutang akan menggunakan uang tersebut untuk 

berbuat maksiat atau perbuatan makruh, maka hukum 

memberi utang juga haram atau makruh sesuai kondisinya.
29

 

Menurut ulama simpan pinjam adalah syirkah 

ta‟awuniyah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu 

perjanjian kerja antara dua orang atau lebih yang satu pihak 

menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan 

                                                           
29 Miftahul Khairi, Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat 

Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 15. 
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usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut 

perjanjian dalam koperasi terdapat unsur mudharabah karena 

satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha 

atas modal tersebut.
30

 

Khalid Abdurahman Ahmad dalam bukunya al-Tafkir al-

Iqtishadi fi al-Islam mengharamkan adanya simpan pinjam 

dengan alasan prinsip-prinsip keorganisasian dan pembagian 

keuntungan yang menyimpang dengan syariat Islam.  

Begitu pula dengan Taqiyuddin An-Nabhani " simpan 

pinjam merupakan organisasi yang batil dan bertentangan 

dengan Hukum Islam. Beliau mengharamkan koperasi dengan 

alasan, simpan pinjam merupakan perseroan yang didirikan 

berdasarkan modal saja dan di dalamnya tidak terdapat satu 

badan persero (anggota koperasi).
31

  

2. Dasar Hukum Simpan Pinjam 

       Simpan pinjam di Indonesia memiliki dasar hukum yang 

terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Sebagaiman termuat dalam Pasal 33 

ayat (1) yang menyatakan bahwa ―Perekonomian disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan‖. 

Dalam hal ini kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan 

kegiatan usaha yang sesuai dengan isi pasal tersebut ialah 

koperasi. 

       Allah mensyariatkan tidak semua kegiatan ekonomi 

mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang 

menjadi dasar hukumnya adalah sebagai berikut, (Q.S Shaad: 

24) 

                                                           
30 Ibid., 78.  
31 Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, ―Koperasi Syariah Sebagai Solusi 

Penerapan,‖ Ejournal Unisba, vol. 1, no. 2 (2017), 

https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/download/2582/1853, 269. 
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"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan 

kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari 

orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka 

berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud 

mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta 

ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertaubat. (QS. Shaad: 24) 

 

Dalam Agama Islam dianjurkan untuk terus berusaha, 

baik secara sendiri maupun dengan bersama menggabungkan 

modal serta tenaga yang ada dalam bentuk syirkah atau 

perkongsian. Hal ini karena semua usaha atau pekerjaan yang 

mendatangkan keuntungan halal dan bermanfaat, sangat 

ditekankan untuk kerjasama atau kegotongroyongan.
32

 

  Kedudukan hukum simpan pinjam dapat berubah-ubah 

sesuai dengan keadaan cara dan proses akadnya. Terkadan 

boleh, makruh, wajib dan haram, pinjam meminjam menjadi 

mubah jika seseorang yang meminjam bukan karena ada 

kebutuhan yang mendesak, tetapi menambah modal 

perdaganganya.  

  Hukumya menjadi boleh jika yang meminjam yakin 

dapat mengembalikan pinjaman tersebut, menjadi wajib jika 

orang yang mengajukan pinjaman mempunyai kebutuhan 

                                                           
32 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004), 69. 
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yang mendesak. Seorang muslim wajib meminjam jika 

kondisi dalam keadaan terpaksa agar terhindar dari bahaya. 

3. Simpan Pinjam Menurut Pandangan Islam  

Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah 

―ariyah”. Ariyah menurut etimologi adalah datang dan pergi. 

Sedangkan secara syara ariyah adalah memperbolehkan guna 

manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya 

benda tersebut guna dikembalikan.
33

 

 Para ulama fiqh, berbeda pendapat dalam mendefinisikan 

masalah simpan pinjam ini, menurut Syekh Assyarksi dan 

Ulama Malikiyah’ ―Pemilikan atas manfaat (suatu benda) 

tanpa pengganti‖. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah dan 

Hambaliyah ―Pembolehan untuk pengambilan manfaat tanpa 

mengganti‖.
34

  

4. Hukum Pinjaman Di Tinjau Dari Syari’at Islam  

  Hukum meminjamkan suatu benda yang telah 

menetapi syarat-syarat bagi syara adalah menurut mufakat 

semua ulama dan termasuk amal ma’ruf / amal kebajikan 

yang terpuji. Bahkan dalam Islam hukum meminjamkan ini 

adalah wajib, demikian menurut keterangan Imam Ruyani, 

yang artinya: 

―Dari Sofwan bin Umayah ra: sesungguhnya Nabi 

Muhamad SAW pinjam baju kere darinya pada waktu 

perang hunain, kemudian sofwan bertanya: apakah ini 

namanya ghasab hai muhamad? Beliau menjawab: bahkan 

ini pinjaman yang dipertanggung jawabkan‖. ebaliknya 

orang yang tidak boleh dipinjami dengan tidak ada 

halangan, dia termasuk dari sebagian orang yang 

mendustakan agama. Lembaga simpan pinjam adalah yang 

khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya 

                                                           
33 Moh Bahardin, ―Multi Level Marketing ( Mlm ) Dalam Perspektif Hukum 

Islam,‖ ASAS, vol. 3, no. 1 (February 14, 2011), 

https://doi.org/10.24042/ASAS.V3I1.1647. 
34 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 139.  
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untuk menabung, disamping dapat memeberikan pinjaman 

kepada anggota nya. 

Sebagian kalangan mendefinisikan simpan pinjam 

adalah sebuah lemabaga yang modalnya diperoleh dari 

simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota 

lembaga tersebut. Kemudian modal yang telah terkumpul 

tersebut dipinjamkan kepada para anggota simpan pinjam 

dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang 

bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, 

baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha 

kepada setiap peminjam, lembaga simpan pinjam menarik 

uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari 

uang pinjaman di dalam koperasi simpan pinjam masih 

menetapkan riba yang diharamkan dalam Islam, karena 

koperasi ini menarik dari setiap peminjam uang 

administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang 

pinjaman. 

5. Rukun dan Syarat Dalam Simpan Pinjam  

Rukun dan Syarat orang yang meminjamkan harus 

orang yang sah tasharufnya. Rukun dan Syarat sah yang 

dipinjamkan ada tiga perkara: 

a. harus miliknya sendiri, atau milik orang lain yang telah 

di izini, atau telah   disewa.  

b. bendanya yang harus ada gunanya serta 

penggunaannya yang diperbolehka oleh syara. 

c. setelah dipergunakan bendanya masih utuh, jadi tidak 

sah meminjamkan benda yang berkurang setelah 

dipergunakan seperti makanan, mangsi dan lain 

sebagainya. 

 Dalam akad ariyah ini bagi orang yang meminjamkan 

boleh meminjamkan bendanya dengan tidak ada batas 

waktunya, dan boleh mebatasi waktunya dan dia boleh 

meminta benda yang dipinjamkan sewaktu-waktu yang 

dikehendaki dalam akad ini apabila orang yang meminjami 
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meninggal dunia, gila atau ayan maka akadnya batal. Jadi 

apabila orang yang pinjam meninggal dunia maka untuk 

ahli warisnya wajib mengembalikan dimana apabila benda 

teersebut digunakan ahli waris maka hukumnya dosa, 

kecuali dia membayar sewa kepada orang yang 

meminjaminya.
35

 

 

B. Koperasi 

1. Pengertian Koperasi 

Istilah koperasi berasal dari kata co adalah bersama 

dan operation adalah usaha dalam inggris cooperation 

atau dalam bahasa belanda cooperatie artinya kerjasama 

oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit 

dicapai apabila secara perseorangan. Tujuan yang sama 

tersebut adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan 

kesejahteraan bersama. Misalnya kerjasama itu dalam 

bidang produksi, konsumsi, jasa maupun perkreditan.
36

  

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi 

adalah badan uasaha beranggotakan orang seseorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.  

Koperasi merupakan suatu perkumpulan beberapa 

orang yang memiliki tujuan unutuk mensejahterakan para 

anggota koperasi dan koperasi juga memberikan 

kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota 

sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.
37

 

                                                           
35 Ahmad Sholeh, Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II, (Semarang: Usaha 

Keluarga, 1985), 73. 
36 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra 

Aditiya Bakti, 2010), 81. 
37 R. Sutyanta Rahardja Handhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo, 2000), 1. 
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Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-

orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. 

Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang 

yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang 

akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya, 

pembentukan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan 

dan gotong royong khususnya untuk membantu para 

anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk 

barang ataupun pinjaman barang. 

 Koperasi tumbuh dan berkembang, terutama di 

Negara-negara yang menanganut paham demokratis, 

karena disini rakyatnya memiliki kesempatan untuk 

melakukan sendiri pilihannya untuk menentukan dan 

melakukan usaha yang sesuai dengan kepentingan dan 

kemampuanya untuk menolong dirinya sendiri secara 

bersama-sama, adapun prinsip yang digunakan dalam 

koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan 

terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, 

pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil 

sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing 

anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap 

modal dan adanya kemandirian. 

Menurut Masjfuk Zuhdi yang dimaksud dengan 

koperasi adalah suatu perkumpulan atau oranisasi yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang 

bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela 

secara kekeluargaan.
38

 

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin Perjanjian 

koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. 

Mendirikan koperasi dibolehkan menurut Agama Islam 

tanpa ada keragu-raguan apa pun mengenai halnya, 

                                                           
38 Kanaidi, Koperasi Dan UMKM (Bandung: Manajemen Bisnis Politeknik 

Pos Indonesia, 2015), 39. 



 

 

 
 

30 

selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan 

haram. 
39

 

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji 

menurut Agama Islam. Salah satu bentuk tolong 

menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan 

dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu 

bentuk perbuatan terpuji menurut Agama Islam. 

Koperasi adalah syirkah ta‟awuniyah (persekutuan 

tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja antara dua 

orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal 

usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar 

profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian dalam 

koperasi terdapa unsur mudharabah karena satu pihak 

memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas 

modal tersebut.
40

 

Secara umum koperasi adalah suatu kerjasama dalam 

lapangan perekonomian dan bersama-sama mengusahakan 

kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang berhubungan 

dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama, 

maka dibentuklah suatu perkumpulan kerjasama tersebut.
41

 

2. Dasar Hukum Koperasi 

1) Alasan Yuridis 

Alasan yuridis adalah alasan yang berpangkal pada 

dasar hukum yang menjamin mereka untuk dapat 

mendirikan usaha bersama dalam bentuk koperasi, 

beberapa Undang-undang dasar dan Pasal tentang 

koperasi  

a) Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (1)  

                                                           
39 A nwar Iqbal Qureshi, Islam Dan Teori Pembungaan Uang (Jakarta: 

Tintamas, 1985), 111. 
40 Suhendra dan Imam Aji, Masail Fiqhiyah (Jakarta: CV. Haji Masagung, 

1988), 148. 
41 Ibid., 78. 
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Undang-undang dasar merupakan pedoman pokok 

hidup kita semua bangsa yang bernegara di dalamnya 

ditemukan pedoman-pedoman pokok dalam menjalankan 

pemerintahan. Salah satu pedoman pokok dalam bidang 

ekonomi adalah Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya 

yang memberikan dasar hukum pertama untuk koperasi 

yang berbunyi: 

 Pasal 33 ayat (1) ―perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan‖ dalam 

Pasal 33, tercantum dasar demokrasi ekonomi bahwa 

produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan di 

bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. 

Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan 

kemakmuran perorangan, sebab itu perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

b) Pasal 33 ayat (4) 

 ―Perekonomian naisonal diselenggarakan berdasarkan 

atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

c) Undang-undang RI No. 25/1992 

Undang-undang ini memberikan ruang gerak dan 

kesempatan usaha yang luas yang menyangkut 

kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. Peraturan 

perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya 

menampung hal yang diperlukan untuk menunjang 

terlaksananya koperasi baik sebagai bandan usaha 

maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk 

menyelesaikannya dengan perkembangan lingkungan 

yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang 

mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan 

berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri untuk 
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menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis itu 

dikeluarkan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian. 

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga 

semakin berperan dalam perekonomian nasional. 

Pembanguannya diarahkan agar koperasi benar-benar 

menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi 

dengan demikian koperasi akan menjadi mantap, 

demokratis, otonomis, partisipatif, dan berwatak sosial. 

Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk 

mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usahanya 

dan berperan untuk dalam kehidupan ekonomi rakyat.
42

 

3. Dasar Hukum Koperasi Dalam Islam 

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian 

yang takterpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. 

Karenanya agar praktik dari kegiatan ekonomi masyarakat, 

karenanya agar prakatik koperasi tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah diperlukan adanya upaya 

perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-

akad mualamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan 

secara bersamasama, koperasi identik dengan persekutuan 

(syirkah). Syirkah disyariatkan Allah swt karena tidak 

semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui 

usaha perorangan. 

Allah Swt berfirman dalam QS. al-Maidah ayat 2:  

                         

              

:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Amat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah ayat 2). 

                                                           
42 Ibid. 
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Hadist diatas menjelaskan bahwa menabung bukan 

hanya boleh, tapi juga dianjurkan bagi setiap manusia 

untuk memiliki banyak harta. Menabung dalam ajaran 

Islam merupakan perbuatan mulia karna dengan menabung 

seseorang juga bisa memberi bantuan kepada orang yang 

membutuhkannya.  

Dalam Agama Islam, kita dibenarkan dan 

dianjurkan secara individu untuk terus berusaha, baik itu 

setiap orang secara sendiri, maupun dengan bersama-

sama berjamaah menggabungkan modal yang dimiliki, 

serta tenaga yang ada dalam bentuk syirkah atau 

perkongsian. Hal ini didasari oleh sebab semua usaha 

ataupun pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bagi 

seseorang secara khusus, maupun masyarakat secara 

umumnya dangan kategori halal dan bermanfaat, sangat 
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ditekankan untuk dibangun suatu kerjasama atau 

kegotongroyongan. 

Berdasarkan beberapa bentuk kerjasama dan 

hubungan antar manusia, maka segi ekonomi sangatlah 

penting perannya untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Semua orang akan kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan kehidupannya kalau tidak adanya 

kerjasama antara satu dengan yang lain di antara 

masyarakat. Makna kutipan ―Allah sebagai pihak ketiga 

dari dua orang yang berserikat‖ adalah bahwa Allah 

bertindak sebagai saksi dalam transaksi kerjasama yang 

dilakukan oleh dua orang tersebut, sepanjang salah 

seorang dari keduanya tidak menghianati. Jika seorang 

menghianati maka Allah keluar dari keduanya atau tidak 

bersaksi dengan transaksi kedua belah pihak. Jika 

koperasi dipahami secara istilah sebagaimana dijelaskan 

diatas, maka koperasi belum ada pada masa Nabi bahkan 

pada masa para imam mazhab fiqh. 

Koperasi adalah lembaga yang munculnya di 

kalangan umat Islam pada masa modern, sedangkan pada 

masa klasik belum ada, berbeda dengan gadai, jual beli, 

pinjam-meminjam, dan beberapa aktivitas ekonomi lain 

yang sudah ada pada masa Nabi dan seterusnya. 

4. Fungsi Koperasi 

Koperasi Indonesia yang berasaskan kekeluargaan 

dan kegotongroyongan memiliki tujuan untuk dapat 

memajukan dan mensejahterakan anggota pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya, serta bisa membatu 

meningkatkan taraf dan tatanan perekonomian nasional. 

Berdasarkan asas dan maksud tersebut koperasi memiliki 

peran dan fungsinya yang tercantum dalam Pasal 4 

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 anatara lain: 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan 

kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 
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masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi 

kualitas kehidupan manusia kehidupan manusia dan 

masyarakat.  

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar 

kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional 

dengan koperasi.  

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan 

perekonomian nasional yang merupakan usaha 

bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan 

demokrasi ekonomi. 

 

C. Riba  

1. Pengertian riba 

Menurut bahasa, riba memiliki pengertian, yaitu:  

a) Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah 

meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.  

b) Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan 

riba adalah membungakan harta uang atau yang lainya 

yang dipinjamkan kepada orang lain.  

c) Berlebih atau menggelembung.
43

 

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan 

riba menurut al-Mali yaitu akad yang terjadi atas 

penukaran tertentu yang tidak diketahui perimbangannya 

menurut ukuran syara’ ketika berakad atau mengakhirkan 

tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduannya.  

Secara bathil maksudnya adalah pengambilan 

tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan 

                                                           
43 Ibid., 57. 
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pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh 

hukum syariah.
44

  

Riba dapat didefinisikan tambahan dari pokok utang 

yang dibebankan pada pihak pengutang dengan cara yang 

tidak sah (batil) dan dusta. Riba adalah pengambilan 

tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam 

meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip 

muamalah.
45

 

Mengenai hal ini Allah swt mengingatkan dalam 

firman-Nya pada QS. an-Nisa ayat 29, berikut:  

                      

                      

        

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” 

(QS. an-Nisa ayat 29). 

 

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud 

dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran 

tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan 

syara’atau terlambat salah satunya. Imam Malk di dalam 

kitab al-Muwatta’ menjelaskan bahwa riba terjadi ketika 

seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang 

kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu 

tertentu.  

Namun apabila tidak dilunasi maka kreditur akan 

menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa 

                                                           
44 Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadist Klasik (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2015), 50. 
45 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 307. 
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pembayarannya dalam konteks ini, riba terjadi pada akad 

pinjam meminjam uang antar masyarakat.
46

 

2. Dasar hukum pengharama riba 

a) Al-Qur’an 

Dalam pengharaman riba ada sebab-sebab kenapa riba 

diharamkan. Salah satunya karena Allah swt dan Rasul-

Nya melarang atau mengharamkan riba.
47

 Terdapat 

banyak dalil-dalil yang menunjukkan diharamkanya riba 

baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadist. Dalam Al-

qur’an Allah swt berfirman. 

                                    

                           

  ―Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan 

agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu 

tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) 

itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya)”. (Q.S. Aruum : 39). 

 

Dan pada Q.S al Imran ayat: 130  

                         

             

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 

keberuntungan”. (Q.S. Al-Imran : 130). 

 

                                                           
46 Syamsul Anwar, Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal 

Tarjih Wa Tajdid, 9th ed. (Yogyakarta: PP Muhamadiyah, 2010), 3. 
47 Ibid., 58. 
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b) Hadist  

     Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, 

sedangkan orang tersebut mengetahuinya,  

 

 

 

Wahay ka’ab bin ujroh sesungguhnya daging 

badan yg tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram 

akan berhak dibakar dalam api neraka ( H.R Tarmidzi) 

 

Dari berbagai penjelasan dan dasar hukum 

Diatas jelas sudah bahwasannya Allah Swt Melarang 

Riba, Namun Memperbolehkan jual beli. Bukan hanya 

itu, namun Allah Swt melarang hambanya memakan 

harta sesamanya dengan cara cara yang bathil seperti: 

menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang 

kebutuhan pokok untuk menaikan harganya dan beberapa 

perbuatan lainnya yang dilarang di dalam Hukum Islam. 

kecuali jika dilakukan dengan cara perniagaan yang 

sesuai denganajaran syara (Hukum Islam).
48

 

 

3. Macam-Macam Riba 

Menurut sebagian ulama riba dibagi menjadi empat 

macam antara yaitu riba fadl, qardh, yad dan nasi’ah. 

Juga menurut sebagian ulama lagi riba dibagi menjadi 

tiga bagia, yaitu fadl, nasi’ah dan yad, riba qardh 

dikategorikan sebagai riba nasi’ah. 
49

   

Mayoritas Fuqaha (ahli fiqih) seperti mazhab Hanafi 

membagi riba menjadi dua, yaitu fadl dan nasi’ah. 

                                                           
48 Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Ja’far, 

―Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik  Jual Beli Akun Ojek Online,‖ ASAS 13, no. 

1 (July 5, 2021): 168–88, https://doi.org/10.24042/ASAS.V13I1.9355. 
49Ibid,. 62. 
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Adapun ulama mazhab Syafi’i membaginya menjadi tiga 

yaitu, fadl, nasi’ah dan yad.
50

 Berikut penjelasan 

lengakap dari macam-macam riba. 

a) Riba Fadl 

Menurut jumhur ulama riba fadl sama halnya 

dengan riba bay’ (Riba jual beli). Riba fadl ialah 

berlebih dari salah satu pertukaran yang 

diperjualbelikan (tukar menukar). Bila yang 

diperjualbelikan sejenis berlebih timbangannya pada 

barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya 

pada barang-barang yang ditakar dan berlebih 

ukurannya pada barang-barang yang ditukar.
51

  

 

b) Riba Nasi’ah  

Riba nasi’ah menurut mazhab Syafi’i berarti 

perjanjian utang untuk jangka waktu tertentu dengan 

tambahan pada waktu pelunasan utang, tanpa ada 

imbalan.
52

 Sedangkan hanafiyah mendefinisikan 

sebagai penambahan sebagai waktu penambahan 

barang dan penambahan barang pada utang penukaran 

dua barang yang berbeda jenis yang ditakar atau 

ditimbang.
53

  

Riba nasiah yaitu riba (tambahan) tambahan 

yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada 

akad tukar menukar dua barang yang tergolong dalam 

komoditi riba, baik satu jenis maupun dua jenis 

dengan menunda salah satu barang yang 

dipertukarkan atau kedua-duannya. Misalnya, si A 

menawarkan kepada si B untuk membayar utangnya 

                                                           
50 Muh. Zuhri, Riba Dalam Al-Qur’an Dan Masalah Perbankan (Sebuah 

Tilikan Antisipatif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 105. 
51 Ibid., 105. 
52 Muhammad Ghafur Wibowo, Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim 

Indonesia (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2008), 36. 
53Ibid., 310. 
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sekarang atau minta ditunda dengan memberikan 

tambahan. 

c) Riba Qardh  

Riba qardh adalah riba yang terjadi karena adanya 

proses utang piurtang atau pinjam meminjam dengan 

syarat keuntungan (bunga) dari orang yang meminjam 

atau yang berhutang. Misalnya, seseorang meminjam 

uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 

kemudian diaharuskan membayarnya Rp. 110.000,00 

(seratus sepuluh ribu rupiah). Terhadap bentuk 

transaksi seperti ini dapat dikategorikan menjadi riba.  

d) Riba Yad 

Riba Yad adalah jual beli dengan menunda 

penyerahan kedua barang menyerahkan salah satu 

barang tetapi tanpa menyebutkan waktu penangguhan. 

Maksudnya adalah barang yang tidak sejenis misalnya 

gandum dengan jelai dan tanpa penyerahan barang 

dimajelis akad.
54

 

Dari penjelasan macam-macam riba diatas, 

kesemuanya merupakan tambahan yang tidak 

diperbolehkan oleh Agama Islam sebagai bentuk 

keuntungan yang sepihak dari pihak-pihak yang 

berakad, baik itu dalam bentuk jual beli maupun utang 

piutang. 

4.   Hikmah Diharamkannya Riba 

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk 

melaksanakan sesuatu perkara, tentunya hal itu akan 

memberikan manfaat dan terdapat hikmahnya baik bagi 

umat sendiri, demikian juga ketika Islam melarang 

umatnya melakukan sesuatu perkara tentu terdapat 

kemudharatan perkara tersebut.  

                                                           
54 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 311. 
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Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat 

Islam menunjuk kan bahwa riab pati berdampak tidak 

baik (negatif) bagi umat sendiri. Sayyid Sabiq 

menyebutkan ada beberapa hikman diharamkanya riba, 

antara lain:
55

 

1) Adanya riba dapat menimbulkan sikap permusuhan 

antar individu dan dapat menghilangkan sikap tolong 

menolong sesama umat. Sehingga hal tersebut 

menimbulkan kesenjangan sosial antara orang yang 

kaya dengan orang yang miskin. 

2) Riba dapat menumbuhkan mental yang boros dan 

malas, ia ingin mendapatkan harta yang melimpah 

tetapi tidak mau bekerja keras.  

3) Riba merupakan bentuk penjajahan ekonomi terhadap 

si miskin, dikarenakan si miskin harus bekerja keras 

untuk melunasi hutangnya dan riba tersebut dipungut 

orang kaya, padahal si miskin untuk dalam 

memenuhi kebutuhan pokoknya saja sudah kesulitan.  

4) Riba bertentangan dengan ajaran Islam yang mana 

selalu menganjurkan untuk bersedekah dan berzakat 

sebagai bentuk dari rasa syukur dan mengharap 

keridhaan Allah swt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 Ibid., 75. 
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